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ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME

(Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

Oleh

FADIA AYU NURHAYATI

Radikalisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ideologi dan
keamanan nasional yang juga berkembang di tingkat daerah, termasuk Provinsi
Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme
dengan meninjau aspek penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan
operasionalisasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi pencegahan paham radikalisme yang dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dilakukan melalui penentuan
tujuan yang berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila, perumusan kebijakan
melalui penyusunan program kerja yang terstruktur, serta operasionalisasi strategi
melalui pelaksanaan program penguatan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini,
dan pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan. Strategi tersebut
dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat
ketahanan ideologi dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat di Provinsi
Lampung.

Kata kunci: Strategi, Pencegahan Radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.



ABSTRACT

LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT'S STRATEGY IN
PREVENTING RADICALISM

(Case Study of the Lampung Province National Unity and Politics Agency)

By

FADIA AYU NURHAYATI

Radicalism is a serious threat to ideological stability and national security, and is
also growing at the regional level, including Lampung Province. This study aims
to analyze the strategy of the Lampung Province National Unity and Politics
Agency in preventing radicalism by examining aspects of goal setting, policy
formulation, and strategy operationalization. This research used a qualitative
method with a case study approach. Data collection was conducted through in-
depth interviews, documentation studies, and observations. The results indicate
that the strategy for preventing radicalism implemented by the Lampung Province
National Unity and Politics Agency is carried out through goal setting oriented
towards strengthening the Pancasila ideology, policy formulation through the
development of structured work programs, and strategy operationalization through
the implementation of programs to strengthen national insight, early warning
systems, and empower and supervise community organizations. This strategy is
implemented systematically and sustainably to strengthen ideological resilience
and maintain social stability in Lampung Province.

Keywords: Strategy, Radicalism Prevention, National Unity Agency and Politics.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme merupakan persoalan yang semakin mengemuka di Indonesia.
Fenomena ini mengacu pada sikap, paham, atau tindakan yang berusaha
mengubah tatanan sosial, politik, bahkan ideologi negara dengan cara-cara
ekstrem, termasuk kekerasan. Radikalisme tidak hanya sebatas perbedaan
pandangan, melainkan juga dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa

apabila berkembang menjadi aksi terorisme. (Azra, 2018).

Banyak pelaku terorisme di Indonesia berasal dari proses radikalisasi yang
panjang, dimulai dari ekspos terhadap ideologi yang eksklusif, intoleran, hingga
akhirnya siap melakukan kekerasan atas nama agama atau ideologi. Secara umum,
proses menuju terorisme tidaklah terjadi secara instan. Terdapat tahapan-tahapan
radikalisasi yang mengantarkan seseorang dari pemikiran ekstrem menuju
tindakan teror. Dalam konteks inilah radikalisme dipahami sebagai akar ideologis
dan psikologis dari tindakan terorisme. Proses ini dapat berkembang secara

bertahap:

1. Radikalisasi, yaitu perubahan pola pikir yang mulai menolak nilai-nilai
yang berbeda.

2. Intoleransi, yaitu menolak eksistensi kelompok lain dan memaksakan
kehendak.

3. Justifikasi Kekerasan, yaitu percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya

jalan untuk perubahan.



4. Aksi Terorisme, yaitu tindakan nyata seperti pengeboman, penyerangan,

atau pembunuhan demi ideologi.

Berikut adalah rangkuman kasus radikalisme yang berjujung pada tindakan

terorisme di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yang mencakup tindakan, lokasi

kejadian, dan pelaku penyebarannya.

Tabel 1. Kasus Radikalisme di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir.

Tahun Kasus/Insiden Radikalisme Keterangan Kelompok
Terlibat
2020 Penyerangan Polsek Daha Pelaku menyerang ISIS (Islamic
Selatan (Kalimantan Selatan) polisi dengan pedang State of Iraq
dan meninggalkan and Syria)
pesan jihad; satu polisi
tewas
2021 Bom bunuh diri di Gereja Dua pelaku meledakkan JAD (Jamaah
Katedral Makassar (Sulawesi diri di depan gereja, Ansharut
Selatan) melukai 20 orang Daulah)
2022 Bom bunuh diri di Polsek Bom meledak saat apel JAD (Jamaah
Astana Anyar (Bandung, pagi di kantor polisi, Ansharut
Jawa Barat) satu polisi tewas dan 11 Daulah)
luka
2023  Penangkapan jaringan teroris Densus 88 tangkap 148 Nasional
dan konten daring orang, dan 2.670 konten
radikal diblokir
2024 Lonjakan konten radikal BNPT catat 180.954 Nasional
digital konten radikal di media

sosial selama 2024

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Indeks
Potensi Radikalisme di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 10%, menurun dari
12,2% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa sekitar
33 juta penduduk Indonesia masih memiliki potensi terpapar paham radikal.
Artinya, pencegahan radikalisme masih menjadi tantangan nyata, terutama di

daerah-daerah yang memiliki keragaman sosial dan agama tinggi.

Fenomena radikalisme juga semakin mengkhawatirkan karena penyebarannya
kini tidak hanya melalui ruang fisik, tetapi juga ruang digital. Media sosial
menjadi sarana efektif bagi kelompok radikal untuk menyebarkan narasi

intoleransi, ajakan kekerasan, bahkan perekrutan anggota baru. Hal ini sesuai



dengan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menunjukkan
bahwa pola penyebaran radikalisme di Indonesia banyak dilakukan melalui
internet dan media sosial, yang menargetkan generasi muda sebagai sasaran utama

(BNPT, 2020).

Provinsi Lampung juga menghadapi kerentanan terhadap radikalisme. Posisi
Lampung yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera membuat wilayah

ini rawan dijadikan transit maupun basis penyebaran jaringan radikal.

Berikut adalah beberapa kasus radikalisme yang pernah terjadi di Provinsi

Lampung:

Tabel 2. Kasus Radikalisme di Provinsi Lampung

No Peristiwa Lokasi Kasus
1 Peristiwa Talangsari Lampung Timur Operasi militer terhadap
(1989) komunitas Islami
2 Khilafatul Muslimin  Bandar Lampung Penyebaran pamflet
(2022-2023) khilafah, = pembubaran
ormas dan “Kampung
Khilafah”

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme tahun 2023, Lampung mencatat sejumlah individu
yang terafiliasi atau pernah terpapar jaringan terorisme. Data tersebut
menunjukkan bahwa Lampung bukan sekadar wilayah transit, tetapi juga pernah
menjadi tempat aktivitas dan pengaruh jaringan ekstrem. (Majelis Ulama

Indonesia Provinsi Lampung, 2025)

Tabel 3. Data Potensi Terorisme di Provinsi Lampung Tahun 2023

No Kategori Individu Terkait Terorisme Jumlah Keterangan

1. Teroris aktif yang ditangani aparat 40 Terdeteksi dan ditindak
oleh aparat keamanan

2. Narapidana terorisme 17 Sedang menjalani
hukuman di lapas

3. Eks narapidana terorisme 40 Telah bebas dan dalam
tahap pembinaan
pascarehabilitasi

4. Deportan terkait jaringan radikal 17 WNI yang dideportasi



dari luar negeri karena
aktivitas ekstrem
5. Returnis (mantan simpatisan luar 4 Mantan simpatisan yang
negeri) kembali ke Indonesia

Sumber: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (2025); BNPT (2023)

Selain data tersebut, keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin juga memperkuat
indikasi adanya celah penyebaran paham ideologis radikal di Provinsi Lampung.
Kelompok ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, yang merupakan warga
Kota Metro, Lampung, dan pernah terlibat dalam jaringan terorisme pada era
1980 sampai 1990-an (BBC News Indonesia, 2022). Khilafatul Muslimin
mengusung gagasan pendirian sistem “Khilafah Islamiyah” yang dianggap
sebagai alternatif terhadap sistem pemerintahan Republik Indonesia

(Kompas.com, 2022).

Khilafatul Muslimin dikenal sebagai organisasi yang secara terbuka menyebarkan
gagasan pendirian sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan alternatif di luar
sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Paham tersebut bertentangan
dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, serta tidak
sejalan dengan konstitusi negara. Aktivitas kelompok ini antara lain berupa
penyebaran selebaran, konvoi massa, baiat keanggotaan, dan dakwah yang

mengarah pada delegitimasi pemerintahan yang sah.

Gerakan ini dinilai berpotensi radikal karena menolak legitimasi ideologi
Pancasila dan sistem demokrasi, serta menyebarkan narasi anti pemerintah
melalui media sosial dan kegiatan keagamaan (Detik.com, 2022). Pada bulan Juni
2022, aparat kepolisian melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88)
melakukan penangkapan terhadap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir
Hasan Baraja, dan sejumlah pengikutnya, serta menyita sejumlah dokumen dan

buku yang berisi ajaran khilafah (CNN Indonesia, 2022).

Setelah penindakan tersebut, aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin dibekukan
oleh pemerintah, namun residu ideologinya masih dapat berkembang di tengah
masyarakat melalui media sosial dan kelompok kecil (Tempo, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan

hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan pembinaan ideologi dan penguatan



wawasan kebangsaan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi ancaman penyebaran paham radikalisme, pemerintah daerah
memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan
politik dalam negeri serta ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan
urusan tersebut di tingkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
membidangi kesatuan bangsa dan politik, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2019 menegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan wurusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi pembinaan
ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta pencegahan konflik
sosial dan paham radikal. Melalui regulasi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi lintas
instansi, dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka

memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di daerah.

Di tingkat Provinsi Lampung, ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bertugas membantu Gubernur dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan,
ketahanan ideologi, kewaspadaan nasional, serta pencegahan paham radikalisme
dan terorisme. Hal ini sejalan dengan kondisi Lampung sebagai salah satu
provinsi yang memiliki potensi kerawanan terhadap penyebaran paham radikal,
sebagaimana terlihat dari masih ditemukannya eks narapidana terorisme, jaringan
ideologis seperti Khilafatul Muslimin, serta aktivitas kelompok intoleran di

sejumlah wilayah.



Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi terhadap pencegahan

radikalisme, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Bahaya
Radikalisme Dan Terorisme Di Sumatera Selatan oleh Muhammad Rafi,
dkk (2023). Pada isi jurnal tersebut badan Kesbangpol melakukan berbagai
peran, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan moderasi,
penyuluhan. Kemudian Strategi yang mereka cakup yaitu menetapkan
sasaran, kebijakan, dan pelaksanaan operasional yang jelas. Kemudian
hambatan seperti koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya
(SDM dan dana), serta kurangnya monitoring & evaluasi menjadi
penghalang efektivitas program.

2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menangani Penyebaran
Paham Radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sarwani, dkk
(2022). Pada jurnal tersebut badan Kesbangpol di Sulawesi Tengah punya
peranan penting dalam menangani penyebaran paham radikalisme: melalui
kebijakan lokal, koordinasi, penyuluhan. Adapun faktor penghambat yang
dialami seperti masalah geografis (wilayah terpencil), lemahnya akses
informasi, kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi hambatan
termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan inovasi metode
penyuluhan.

3. Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme
Agama di Kabupaten Bandung oleh Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan
(2021). Pada jurnal tersebut, Strategi pemda di Kabupaten Bandung
menitik beratkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
nasionalisme dan nilai kebangsaan sebagai sasaran utama. Kebijakan lokal
masih belum spesifik untuk radikalisme; banyak kegiatan hanya preventif
seperti sosialisasi, dialog, pelatihan, forum. Operasionalisasi program
belum optimal, belum ada regulasi khusus, cenderung melakukan kegiatan
rutin yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Strategi
dianggap stagnan karena kurang adaptif terhadap perkembangan media

sosial dan pola perekrutan/penyebaran ideologi lewat digital.



4. Strategi Kementerian Agama dalam Menekan Penyebaran Paham
Radikalisme Agama di Lingkup Pendidikan Madrasah ‘Aliyah Kabupaten
Bandung oleh Rendy Adiwilaga, dkk (2022). Pada penelitian tersebut
Kementerian Agama melalui madrasah aliyah mengembangkan strategi
pendidikan yang lebih konkret: materi moderasi beragama, penguatan
kurikulum nilai Pancasila dan toleransi. Peran guru, kepala madrasah
sangat penting sebagai agen perubahan. Ada evaluasi terhadap dampak
program: bagaimana siswa merespon, sejauh mana perubahan sikap
toleransi. Namun kelemahan: belum semua madrasah terjangkau, variasi
kualitas antara madrasah, dan sumber daya pendukung (tenaga pengajar,
materi, regulasi) masih belum merata.

5. Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri oleh
Yopik Gani & Godfrid Hutapea (2023). Pada penelitian tersebut Sekitar
4% anggota polri di polda-polda (termasuk Lampung) teridentifikasi telah
terpapar ideologi radikalisme agama. Strategi pencegahan yang dilakukan
terhadap anggota polri selama ini dianggap kurang adaptif terhadap
perkembangan penyebaran ideologi melalui media sosial dan teknologi
komunikasi. Hambatan meliputi lemahnya deteksi dini, kurangnya
pelatihan yang relevan, dan kurangnya sistem evaluasi terhadap efektivitas

strategi yang dijalankan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu menguji seberapa
jauh strategi operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi
Lampung, apakah sudah memiliki indikator sasaran dan kebijakan yang jelas.
Peneliti juga meneliti hambatan spesifik, adakah koordinasi yang lemah, dana
yang kurang, inovasi atau media yang belum optimal. Melalui penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan,
program, serta tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam menjalankan fungsi pencegahan radikalisme secara efektif dan
berkelanjutan. Penulis ingin melihat lebih dekat bagaimana strategi yang
dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam

upaya pencegahan paham radikalisme.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun
rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana strategi
yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

dalam Pencegahan Paham Radikalisme?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham Radikalisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak
bersangkutan terkait kajian penelitian mengenai strategi yang dilakukan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Pencegahan Paham

Radikalisme, khususnya kepada:

a. Secara Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, studi
kebijakan publik, serta kajian keamanan nasional, khususnya yang
berkaitan dengan strategi pencegahan paham radikalisme di tingkat daerah.
b. Secara Praktis
Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Lampung dan pemerintah daerah dalam merumuskan
dan mengevaluasi peran dan strategi pencegahan paham radikalisme.
Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi instansi
pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas dalam

memahami upaya pencegahan radikalisme secara komprehensif.



BABII. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

Strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dan
terarah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Strategi
menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan agar
hasil yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi mencakup
pengambilan keputusan tentang langkah-langkah apa yang akan diambil, kapan,
dan bagaimana, agar hasil yang diinginkan bisa tercapai secara efektif dan efisien.
Strategi merupakan suatu rencana menyeluruh yang dirancang secara sistematis
untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam skala individu, organisasi, maupun
pemerintahan. Dalam konteks manajerial dan kebijakan publik, strategi tidak
hanya melibatkan perumusan tujuan, tetapi juga mencakup pemilihan tindakan
serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran

tersebut secara efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu pendekatan menyeluruh yang mencakup proses
pelaksanaan ide, perencanaan, serta tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu.
Strategi yang baik melibatkan koordinasi antartim, memiliki fokus atau tema
utama, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sejalan dengan prinsip
pelaksanaan yang rasional, hemat biaya, dan dilengkapi dengan taktik yang tepat
untuk mencapai tujuan secara efektif. Meski sering disamakan, strategi dan taktik
sebenarnya berbeda. Strategi bersifat lebih luas dan jangka panjang, sedangkan
taktik mencakup lingkup yang lebih kecil dan biasanya digunakan dalam jangka
waktu pendek. Strategi juga sering dihubungkan dengan visi dan misi, meskipun

pada praktiknya strategi mencakup perencanaan baik jangka pendek maupun
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jangka panjang.

Chandler (1962), salah satu tokoh penting dalam kajian manajemen strategis,
mendefinisikan strategi sebagai “penetapan tujuan jangka panjang suatu
organisasi, pemilihan cara-cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut,
serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya secara
efektif’. Pandangan Chandler menekankan bahwa strategi bukan sekadar tindakan
sesaat, melainkan merupakan serangkaian keputusan yang bersifat jangka panjang

dan menyeluruh dalam mengarahkan organisasi.
Dalam pandangan Chandler, terdapat tiga unsur penting dalam strategi:

1. Penetapan tujuan jangka panjang; Organisasi harus memiliki sasaran
utama yang ingin dicapai di masa depan, bukan hanya tujuan jangka
pendek atau operasional.

2. Pemilihan tindakan; Organisasi perlu memilih pendekatan atau kebijakan
tertentu untuk mencapai sasaran tersebut.

3. Alokasi sumber daya; Strategi yang baik harus memperhitungkan
penggunaan sumber daya (manusia, finansial, dan material) secara optimal

agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

David (2009), dalam bukunya Strategic Management: Concepts and Cases,
menjelaskan bahwa strategi adalah sarana yang digunakan suatu organisasi untuk
mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi mencerminkan keputusan besar yang
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan arah organisasi dalam merespons
tantangan lingkungan internal maupun eksternal. David menekankan bahwa
strategi mencakup tindakan-tindakan terencana yang bersifat terpadu dan
menyeluruh, yang ditujukan untuk meningkatkan posisi organisasi dalam
kompetisi, memperkuat kapabilitas internal, serta mencapai hasil yang telah

dirumuskan.

Dalam praktiknya, strategi dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti
pengembangan produk, diversifikasi layanan, penetrasi pasar, peningkatan kinerja
sumber daya manusia, hingga pengelolaan risiko. Strategi menurut David juga

bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi
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lingkungan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan

harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang berkembang.

Mintzberg, dkk. (1998) dalam bukunya Strategy Safari menyatakan bahwa
strategi bukanlah konsep yang tunggal atau statis, melainkan memiliki berbagai
makna tergantung dari bagaimana organisasi memaknainya dan konteks
penerapannya. Mereka memperkenalkan lima pendekatan utama yang dikenal

dengan istilah “5P of Strategy”, yaitu:

1. Strategy as a Plan (Strategi sebagai Rencana)
Strategi dipahami sebagai suatu langkah terarah yang disusun sebelumnya
dan digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini,
strategi merupakan hasil perencanaan formal yang bersifat sistematis.

2. Strategy as a Ploy (Strategi sebagai Taktik atau Muslihat)
Strategi juga dapat berbentuk siasat atau taktik tertentu yang digunakan
untuk mengatasi atau menanggulangi pesaing atau ancaman, termasuk
musuh ideologis atau sosial. Dalam konteks ini, strategi bersifat
manipulatif dan taktis.

3. Strategy as a Pattern (Strategi sebagai Pola)
Strategi dilihat sebagai pola konsisten dalam perilaku organisasi. Artinya,
strategi dapat tercermin dari kebiasaan atau kecenderungan tindakan yang
dilakukan secara berulang.

4. Strategy as a Position (Strategi sebagai Posisi)
Strategi menggambarkan posisi organisasi dalam lingkungan eksternal,
baik pasar, masyarakat, maupun sektor tertentu. Ini menyangkut
bagaimana organisasi menempatkan dirinya di tengah dinamika eksternal.

5. Strategy as a Perspective (Strategi sebagai Perspektif)
Strategi dipahami sebagai cara pandang kolektif yang terbentuk dari
budaya, nilai, dan keyakinan organisasi. Ini mencerminkan identitas dan

cara berpikir organisasi dalam menghadapi tantangan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya bersifat formal dan
terstruktur, tetapi juga dapat muncul dari pola, pengalaman, bahkan budaya

organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, strategi dinilai lebih kompleks dan adaptif
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terhadap dinamika yang berkembang.

Menurut Tjokroamidjojo (2000), strategi merupakan serangkaian keputusan yang
bersifat fundamental serta tindakan yang penting, yang ditetapkan oleh pimpinan
organisasi dan diimplementasikan secara menyeluruh dalam rangka mencapai
tujuan tertentu. Strategi dipandang sebagai kerangka dasar yang tidak hanya
berfungsi menetapkan arah, tetapi juga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan
serta pedoman operasional yang dapat dijalankan. Dengan demikian, strategi
dalam pandangan Tjokroamidjojo memiliki sifat menyeluruh karena meliputi
dimensi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, hingga

pelaksanaan dalam skala yang nyata.

Lebih lanjut, Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa strategi memiliki tiga aspek
utama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama adalah penentuan
tujuan. Tahap ini merupakan pijakan awal dalam merumuskan strategi karena
tujuan akan menjadi arah yang hendak dicapai oleh organisasi. Penetapan tujuan
harus dilakukan secara jelas, realistis, dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan,
baik internal maupun eksternal. Dalam konteks organisasi pemerintah, penentuan
tujuan biasanya berkaitan dengan kepentingan publik dan berorientasi pada
pelayanan masyarakat. Tujuan juga harus bersifat terukur agar keberhasilannya

dapat dievaluasi.

Aspek kedua adalah perumusan kebijakan, yakni upaya merumuskan pedoman,
prinsip, dan garis besar tindakan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka
acuan yang membatasi sekaligus mengarahkan pelaksanaan program agar tetap
konsisten dengan tujuan awal. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, strategi akan
kehilangan arah dan rentan mengalami penyimpangan dalam implementasinya.
Dalam konteks pemerintahan, kebijakan sering diwujudkan dalam bentuk
regulasi, program prioritas, serta instruksi yang mengikat aparatur dan

masyarakat.

Aspek ketiga adalah operasionalisasi strategi. Pada tahap ini, strategi yang

sebelumnya bersifat konseptual diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui



13

penyusunan program, kegiatan, serta langkah-langkah implementatif.
Operasionalisasi juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, alokasi
sumber daya manusia maupun anggaran, serta pengaturan mekanisme evaluasi
dan pengawasan. Dengan kata lain, operasionalisasi merupakan proses
menjabarkan tujuan dan kebijakan agar dapat dilaksanakan secara konkret,

sehingga strategi benar-benar berjalan sesuai rencana.

Pandangan Tjokroamidjojo menunjukkan bahwa strategi bukan hanya sekadar
perencanaan jangka panjang, melainkan suatu proses yang berkesinambungan,
mulai dari perumusan hingga pelaksanaan serta pengendalian. Strategi harus
mampu menjawab kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan
yang kompleks. Dalam pemerintahan, strategi seringkali berkaitan dengan
bagaimana kebijakan publik dirancang agar dapat menjawab persoalan

masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks organisasi, pemerintahan, maupun sosial, strategi memiliki
berbagai bentuk tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicapai.
Para ahli manajemen dan kebijakan publik mengklasifikasikan strategi ke dalam

beberapa jenis yang berbeda.

1. Strategi Korporat
Menurut David (2009), strategi korporat merupakan strategi tingkat
tertinggi dalam organisasi, yang mengarahkan keseluruhan arah jangka
panjang suatu lembaga atau perusahaan. Strategi ini meliputi keputusan
besar seperti diversifikasi, ekspansi, akuisisi, dan alokasi sumber daya
utama. Dalam konteks pemerintahan, strategi korporat dapat diartikan
sebagai arah umum kebijakan nasional atau regional dalam mengelola isu-
isu makro, seperti keamanan, ekonomi, atau pendidikan.

2. Strategi Bisnis
Strategi bisnis lebih spesifik daripada strategi korporat. Menurut Pearce
dan Robinson (2013), strategi ini berfokus pada bagaimana sebuah unit
atau bagian dari organisasi bersaing di pasar tertentu atau menjalankan
fungsi tertentu secara efektif. Dalam lingkup pemerintahan atau organisasi

publik, strategi ini bisa berarti pendekatan teknis atau operasional dalam
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mengelola suatu program.

3. Strategi Fungsional
Strategi fungsional merupakan strategi yang lebih teknis dan operasional,
yang digunakan oleh tiap unit atau departemen dalam organisasi.
Misalnya, strategi komunikasi, strategi pendidikan, strategi pengawasan,
dan sebagainya. Strategi ini dirancang untuk mendukung strategi bisnis
dan korporat secara keseluruhan.

4. Strategi Adaptif
Mintzberg (1998) memperkenalkan strategi adaptif, yaitu strategi yang
dikembangkan berdasarkan respons terhadap perubahan lingkungan yang
cepat dan dinamis. Strategi ini tidak selalu direncanakan secara formal,
namun berkembang secara bertahap (emerging strategy) seiring interaksi
organisasi dengan lingkungan. Strategi adaptif penting dalam konteks
kebijakan publik yang menghadapi tantangan kompleks seperti

radikalisme, bencana, atau krisis politik.

Dalam bentuk pengendalian sosial terhadap penanganan masalah sosial, strategi

diklasifikasi sebagai berikut.

1. Strategi Preventif
Menurut Soekanto (2014) strategi preventif merupakan upaya yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara
menghilangkan atau mengurangi  faktor-faktor penyebab yang
memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut. Strategi preventif
menekankan pada tindakan antisipatif sebelum suatu masalah muncul,
seperti pemberian pemahaman, pendidikan, sosialisasi nilai dan norma,
serta pembinaan masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan
kondisi sosial yang kondusif agar individu atau kelompok tidak terdorong
melakukan perilaku menyimpang.

2. Strategi Represif
Menurut Kartono (2011) strategi represif adalah tindakan yang dilakukan
setelah terjadinya penyimpangan sosial dengan tujuan menekan,

menghentikan, dan mengendalikan perilaku menyimpang melalui sanksi
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dan penegakan aturan yang berlaku. Strategi represif berfungsi sebagai
bentuk pengendalian sosial yang dilakukan ketika pencegahan tidak
berhasil. Pendekatan ini menekankan penindakan tegas agar
penyimpangan tidak meluas serta memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Strategi Kuratif

Menurut Suharto (2010) strategi kuratif merupakan upaya pemulihan yang
dilakukan untuk memperbaiki dampak sosial yang telah terjadi serta
membantu individu atau kelompok agar dapat kembali berfungsi secara
normal dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi kuratif berfokus pada
rehabilitasi, pembinaan lanjutan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini
bertujuan mencegah terjadinya pengulangan penyimpangan dengan
memperbaiki  kondisi  sosial, psikologis, dan struktural yang

melatarbelakangi masalah.

2.2 Tinjauan Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu pendekatan strategis yang dilakukan untuk
menghindari munculnya permasalahan sebelum masalah tersebut benar-benar
terjadi. Dalam konteks ilmu sosial dan kebijakan publik, pencegahan dipahami
sebagai rangkaian upaya yang Dbersifat sistematis, terencana, dan
berkesinambungan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan, krisis, atau
kondisi tidak diinginkan. Pencegahan tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif,
dengan tujuan membangun ketahanan, kesiapan, dan kemampuan adaptif individu

maupun masyarakat.

Menurut Green dan Kreuter (2005), pencegahan adalah tindakan yang dirancang
secara terstruktur untuk menghindari atau menunda munculnya suatu masalah
atau kondisi negatif, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Pendekatan
ini biasanya memerlukan edukasi, pemberdayaan, dan intervensi berbasis data,
guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan sosial yang sehat
dan harmonis. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai sektor seperti

kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan, dan pembangunan sosial.
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Lebih lanjut, Gordon (1983) mengklasifikasikan pencegahan ke dalam tiga

bentuk, yaitu:

1. Pencegahan Primer (Primary Prevention): Tindakan yang dilakukan
sebelum suatu permasalahan muncul. Tujuan dari pendekatan ini adalah
mencegah terjadinya gangguan atau ancaman, dengan cara meningkatkan
kesadaran, edukasi publik, serta penguatan nilai-nilai sosial yang positif.

2. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention): Upaya yang dilakukan saat
gejala awal suatu masalah mulai terlihat. Langkah ini melibatkan deteksi
dini, skrining, dan intervensi cepat agar permasalahan tidak berkembang
menjadi lebih serius.

3. Pencegahan Tersier (Tertiary Prevention): Langkah yang diambil setelah
masalah terjadi, bertujuan untuk mencegah dampak lanjutan dan
kekambuhan. Fokusnya adalah pada rehabilitasi, pemulihan, dan integrasi

kembali ke dalam masyarakat.

Ketiga bentuk pencegahan ini membentuk kerangka berpikir yang komprehensif
dalam merancang strategi intervensi sosial yang efektif. Pencegahan tidak hanya
difokuskan pada tindakan awal, tetapi juga pada respons terhadap dinamika yang

sudah berlangsung, untuk mengurangi dampak jangka panjangnya.

Pencegahan sebagai suatu pendekatan tidak dapat berdiri sendiri tanpa strategi
yang terencana dan berbasis bukti. Strategi pencegahan yang efektif
membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari individu, keluarga,
masyarakat, hingga pemerintah. Dalam hal ini, strategi pencegahan harus

memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik setempat.

Menurut Blum (1974), terdapat beberapa elemen penting dalam strategi
pencegahan yang efektif, yaitu:

1. Penguatan nilai dan norma positif di masyarakat, sebagai fondasi utama
untuk membentuk perilaku sosial yang konstruktif.

2. Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya atau
risikko yang mungkin timbul, seperti radikalisme, kekerasan, atau

penyalahgunaan narkoba.
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3. Pengembangan program berbasis komunitas, yang melibatkan partisipasi
aktif dari masyarakat lokal, karena masyarakat merupakan aktor utama
dalam perubahan sosial.

4. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan, untuk menilai sejauh mana strategi

yang diterapkan berhasil, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Nation (2003) mempertegas pentingnya intervensi berbasis komunitas dan bukti
ilmiah dalam merancang program pencegahan. Menurut mereka, keberhasilan
suatu program pencegahan ditentukan oleh sejumlah prinsip, yaitu: berbasis teori,
bersifat komprehensif, memiliki cakupan luas, melibatkan kelompok sasaran
secara langsung, serta memanfaatkan pendekatan multilevel (individu, keluarga,
sekolah, komunitas). Program yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga
interaktif dinilai lebih mampu mengubah perilaku dan mencegah keterlibatan

masyarakat dalam perilaku menyimpang.

2.3. Tinjauan Radikalisme

2.3.1. Definisi Radikalisme

Radikalisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin radix, yang berarti
“akar.” Secara etimologis, radikalisme dimaknai sebagai sebuah dorongan untuk
melakukan perubahan secara mendasar atau menyeluruh hingga ke akar
permasalahan. Namun, dalam konteks sosial, politik, dan keagamaan, istilah ini
telah berkembang menjadi paham atau ideologi yang cenderung ekstrem,
intoleran, dan menolak tatanan yang ada. Penganut radikalisme umumnya
memiliki keyakinan kuat bahwa sistem yang berlaku saat ini tidak sah atau rusak,
sehingga harus diganti dengan sistem baru yang sesuai dengan keyakinan

ideologis mereka, bahkan bila harus menggunakan cara-cara kekerasan.

Radikalisme merupakan sebuah paham yang menginginkan terjadinya perubahan
sosial, politik, dan keagamaan secara drastis dan mendasar, sering kali dengan
cara-cara ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai moderat dan
konstitusional. Radikalisme merupakan salah satu isu sosial-politik yang semakin

mendapat perhatian serius, khususnya dalam konteks stabilitas nasional dan
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integrasi sosial di Indonesia. Dalam kajian akademik, radikalisme didefinisikan
secara beragam oleh para ahli, namun secara umum memiliki kesamaan pada
esensinya, yakni keinginan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh
terhadap suatu sistem yang ada, sering kali dengan cara-cara ekstrem yang

menolak kompromi.

Menurut Safa’at (2010), radikalisme adalah paham atau sikap yang mendorong
perubahan sosial dan politik secara cepat, menyeluruh, dan mendasar, bahkan jika
perlu melalui cara-cara kekerasan. Paham ini muncul dari rasa ketidakpuasan
terhadap tatanan yang berlaku dan keyakinan bahwa sistem yang ada tidak
mampu memberikan keadilan atau memenuhi harapan masyarakat. Dalam
pandangan ini, radikalisme bukan sekadar ekspresi kritik, tetapi dorongan untuk
merombak sistem sampai ke akar-akarnya. Lebih lanjut, Safa’at menekankan
bahwa radikalisme sering kali berakar dari interpretasi ideologi atau agama yang
dilakukan secara sempit dan tekstual, sehingga mendorong individu untuk

bersikap fanatik dan menolak keberadaan pandangan yang berbeda.

Dalam konteks ini, radikalisme bukan hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban
sosial, tetapi juga berpotensi melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara, karena mendorong lahirnya sikap intoleransi, disintegrasi sosial, dan
bahkan aksi kekerasan. Oleh karena itu, menurut Safa’at, radikalisme perlu
diwaspadai dan dicegah sejak dini, terutama melalui penguatan nilai-nilai
kebangsaan, pemahaman moderat terhadap agama, serta pemberdayaan
masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrem yang dapat

merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional.

Sedangkan Taylor dalam (Suhardi, 2016), memandang radikalisme sebagai suatu
bentuk reaksi sosial yang muncul dari individu atau kelompok yang merasa
terpinggirkan secara politik, ekonomi, maupun sosial. Menurut Taylor,
radikalisme adalah ideologi atau gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok
yang mengalami keterasingan atau ketidakadilan struktural dalam masyarakat, dan
sebagai respons, mereka menuntut perubahan secara total, sering kali melalui

cara-cara non-konstitusional.
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Dalam perspektif Taylor, radikalisme tidak hanya merupakan ekspresi
ketidakpuasan, tetapi juga bentuk protes yang lahir dari tekanan sistemik yang
dialami kelompok tertentu. Kelompok-kelompok radikal ini cenderung melihat
bahwa jalur formal atau legal tidak mampu memberikan keadilan atau solusi atas
persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menolak
sistem yang ada dan membangun gagasan perubahan radikal yang terkadang
disertai tindakan ekstrem. Lebih lanjut, radikalisme menurut Taylor bisa
berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam ranah agama, politik,
maupun sosial. Ketika ideologi ini tidak dikelola atau dicegah dengan tepat, maka
dapat berkembang menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas masyarakat,
terutama jika telah melibatkan unsur kekerasan dan penolakan terhadap prinsip-

prinsip demokrasi dan toleransi.

Menurut Barnes (1971), radikalisme merupakan suatu sikap ideologis yang
mencerminkan penolakan terhadap sistem sosial dan politik yang sedang berlaku,
dengan kecenderungan untuk menuntut perubahan secara menyeluruh dan
mendalam. Pandangan ini mengandung semangat untuk membongkar tatanan
yang dianggap tidak adil dan menggantinya dengan struktur baru yang dianggap
lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kelompok radikal tersebut. Barnes
menekankan bahwa radikalisme sering kali ditandai oleh sikap yang tidak
kompromistis. Artinya, para penganut paham radikal enggan menerima
keberagaman pandangan atau negosiasi dalam proses perubahan. Dalam kondisi
tertentu, mereka bahkan bersedia menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk
tekanan sosial dan kekerasan, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu,
radikalisme bukan hanya menjadi persoalan ideologi, tetapi juga mencerminkan

dinamika konflik kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Lebih jauh, radikalisme dalam konteks yang dijelaskan oleh Barnes dapat
dipahami sebagai gejala sosial yang timbul akibat ketimpangan relasi sosial antara
kelompok dominan dan kelompok marjinal. Ketika aspirasi kelompok minoritas
atau terpinggirkan tidak mendapatkan ruang dalam struktur yang berlaku, maka
muncul dorongan kuat untuk menolak sistem tersebut dan menggantinya secara

radikal.
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Radikalisme memiliki karakteristik yang dapat dikenali dalam perilaku maupun

sikap ideologis para penganutnya. Berikut adalah beberapa ciri utama radikalisme:

1.

Fanatisme Berlebihan

Penganut radikalisme memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap
ideologinya, sering kali menolak kritik atau perbedaan pandangan.
Fanatisme ini dapat berkembang menjadi keyakinan absolut yang
menganggap kelompok lain sebagai pihak yang salah atau sesat.
Intoleransi terhadap Perbedaan

Kelompok radikal tidak mampu menerima keberagaman, baik dalam aspek
agama, budaya, maupun politik. Mereka cenderung menganggap
perbedaan sebagai ancaman.

Sikap Eksklusif

Mereka menganggap hanya kelompoknya yang benar, sedangkan
kelompok lain dianggap salah, sesat, atau musuh. Eksklusivisme ini
mempersempit ruang dialog dan kerja sama.

Penggunaan Kekerasan

Kelompok radikal meyakini bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk
mencapai tujuan, terutama jika dianggap bahwa sistem tidak memberi
jalan untuk perubahan.

Anti-Pemerintah dan Anti-Demokrasi

Umumnya, kelompok radikal menolak legitimasi pemerintah dan sistem
demokrasi, serta ingin menggantinya dengan sistem alternatif yang sesuai

dengan ideologinya.

Radikalisme tidak hanya tumbuh dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh

berbagai faktor struktural, sosial, ekonomi, dan ideologis. Berikut adalah beberapa

faktor utamanya:

1.

2.

Faktor Ideologis

Paham radikalisme sering berakar dari interpretasi sempit terhadap ajaran
agama atau ideologi tertentu. Penafsiran literal dan tanpa konteks bisa
menimbulkan justifikasi atas kekerasan demi tujuan suci atau ideologis.

Faktor Sosial-Ekonomi
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Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta marginalisasi
kelompok tertentu dapat menjadi pemicu munculnya sikap radikal.
Individu atau kelompok yang merasa terabaikan oleh negara lebih mudah
terpengaruh oleh paham ekstrem.

3. Faktor Politik
Pemerintahan yang represif, minimnya ruang partisipasi publik, serta
ketidakpercayaan terhadap institusi negara juga menjadi faktor pemicu
munculnya gerakan radikal.

4. Faktor Pendidikan dan Literasi
Rendahnya kualitas pendidikan dan literasi, khususnya literasi keagamaan
dan kebangsaan, membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh narasi-
narasi radikal yang beredar melalui media sosial atau jaringan informal.

5. Faktor Lingkungan dan Pergaulan
Lingkungan sosial yang cenderung mendukung intoleransi, atau adanya
tokoh panutan yang berpaham ekstrem, dapat memperkuat kecenderungan

seseorang untuk berpikir dan bertindak radikal.

Radikalisme tidak serta-merta muncul dalam diri seseorang, melainkan melalui
proses bertahap yang dikenal sebagai radikalisasi. Proses ini dimulai dari
pencarian identitas, pengaruh lingkungan, hingga paparan terhadap ideologi
tertentu yang ekstrem. Seseorang umumnya mulai terpapar paham radikal ketika
mengalami kekecewaan terhadap realitas sosial, seperti ketidakadilan,
kemiskinan, diskriminasi, atau perasaan tertindas. Kondisi tersebut mendorong
individu untuk mencari makna hidup dan solusi alternatif, yang sering kali
ditemukan dalam narasi ideologis yang menjanjikan perubahan besar secara cepat.
Paham radikal sering kali menawarkan jalan keluar yang bersifat mutlak dan
hitam-putih, sehingga menarik bagi mereka yang sedang mengalami kebingungan

identitas.

Keterlibatan media sosial dalam mempercepat proses radikalisasi juga menjadi
perhatian penting. Individu yang sering mengakses platform dengan konten
ekstrem berpotensi mengalami perubahan cara pandang terhadap masyarakat

secara drastis. Pesan-pesan radikal disampaikan secara sistematis dan menarik,
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sehingga pengguna internet, khususnya remaja, dapat terpengaruh tanpa
menyadarinya. Dengan demikian, awal mula seseorang terpapar radikalisme
adalah hasil dari akumulasi berbagai faktor yang berlangsung secara perlahan
namun intensif. Proses ini perlu dikenali sejak dini agar pencegahan dapat
dilakukan secara tepat sasaran, baik melalui pendidikan, penguatan keluarga,

maupun pendekatan sosial berbasis komunitas.

Strategi pencegahan radikalisme merupakan langkah-langkah sistematis yang
dirancang untuk mengantisipasi, menanggulangi, dan memutus rantai penyebaran
paham radikal di tengah masyarakat. Strategi ini menjadi penting karena
radikalisme sering kali berkembang secara tidak terdeteksi, melalui narasi yang
dibalut dengan nilai-nilai keagamaan, identitas, atau keadilan sosial yang
menyentuh emosi publik. Menurut David (2009), strategi merupakan sarana yang
digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pemanfaatan sumber
daya secara optimal. Dalam konteks pencegahan radikalisme, strategi berarti
segala bentuk pendekatan terorganisir yang dilakukan oleh negara atau
masyarakat guna mencegah munculnya ideologi ekstrem dalam pikiran maupun

tindakan warga negara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membagi strategi
pencegahan radikalisme ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: kontra

radikalisasi, deradikalisasi, dan penegakan hukum (BNPT, 2020).

1. Kontra Radikalisasi
Kontra radikalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
masyarakat umum, khususnya kelompok rentan, agar tidak terpapar paham
radikal. Pendekatan ini menekankan pada penguatan wawasan
kebangsaan, pendidikan nilai toleransi, serta pengembangan media literasi.
Strategi ini menyasar masyarakat luas agar memiliki daya tangkal terhadap
ide-ide ekstrem, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi
muda.

2. Deradikalisasi
Berbeda dari kontra radikalisasi, deradikalisasi adalah proses untuk

mengubah pemahaman orang yang sudah terpapar atau bahkan sudah
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bergabung dalam kelompok radikal. Strategi ini bersifat lebih intensif dan
dilakukan melalui pendekatan individual, baik melalui pembinaan agama,
psikologis, sosial, maupun kultural. Program deradikalisasi juga menyasar
narapidana terorisme agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan
ideologi yang moderat.
3. Penegakan Hukum dan Keamanan

Strategi ini dilakukan untuk menindak tegas kelompok atau individu yang
telah menyebarkan paham radikal dan mengancam keamanan nasional.
Penegakan hukum bersifat represif namun tetap dalam koridor hak asasi
manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah

tindakan radikal berkembang menjadi aksi terorisme.

2.3.2 Macam-Macam Radikalisme

Radikalisme merupakan istilah yang mengacu pada sikap atau gerakan yang
menginginkan perubahan drastis dan mendasar terhadap suatu sistem sosial,
politik, atau keagamaan yang ada. Radikalisme biasanya tidak menerima
kompromi dan menolak proses perubahan yang bertahap. Dalam praktiknya,
kelompok atau individu yang menganut radikalisme cenderung menggunakan
cara-cara ekstrem, bahkan kekerasan, untuk mencapai tujuannya. Menurut
Surbakti (1999), radikalisme dapat dilihat sebagai sikap politik atau ideologi yang

mendorong transformasi besar melalui pendekatan yang revolusioner dan cepat.

Radikalisme tidak berdiri dalam satu bentuk tunggal. la dapat berkembang di
berbagai sektor kehidupan masyarakat, tergantung pada konteks dan faktor
pemicunya. Dalam literatur ilmiah, setidaknya terdapat lima jenis utama
radikalisme yang umum ditemukan, yaitu radikalisme politik, keagamaan, sosial,

budaya, dan ekonomi.

1. Radikalisme Politik
Radikalisme politik adalah bentuk radikalisme yang muncul akibat
ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan atau struktur politik yang

sedang berlaku. Kelompok-kelompok radikal dalam ranah ini berupaya
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melakukan perubahan total terhadap sistem politik yang dianggap tidak
adil, korup, atau tidak demokratis. Mereka menolak solusi kompromis atau
jalur konstitusional dalam mengatasi permasalahan negara, dan lebih
memilih pendekatan yang radikal, termasuk kudeta, pemberontakan, atau
bahkan revolusi bersenjata. Menurut Wahid (2016), radikalisme politik
dapat tumbuh dalam situasi di mana saluran aspirasi masyarakat tidak
berfungsi secara optimal. Ketika institusi demokrasi gagal menampung
kritik dan protes publik, maka muncul kecenderungan bagi kelompok
tertentu untuk mengambil jalur ekstrem. Contoh nyata dari radikalisme
politik adalah gerakan-gerakan separatis yang menuntut pemisahan diri
dari negara karena merasa tertindas secara politik.

. Radikalisme Keagamaan

Jenis radikalisme ini merupakan salah satu bentuk yang paling banyak
mendapat perhatian, khususnya di Indonesia. Radikalisme keagamaan
muncul dari penafsiran yang sempit dan kaku terhadap ajaran agama.
Penganut radikalisme keagamaan mengklaim bahwa hanya keyakinan
mereka yang benar dan sah, sementara keyakinan orang lain dianggap
sesat, kafir, atau bahkan layak diperangi. Shihab (2009) menjelaskan
bahwa radikalisme agama sering kali dipicu oleh pemahaman yang literal
terhadap teks suci tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan
kemanusiaan. Sikap ini menciptakan intoleransi, bahkan mendorong
kekerasan terhadap kelompok agama lain. Selain itu, radikalisme
keagamaan juga sering dikaitkan dengan ideologi transnasional seperti
jihad global yang mengabaikan batas negara demi kepentingan “agama”.
Penting dicatat bahwa tidak semua bentuk keberagamaan yang kuat dan
militan dapat dikategorikan sebagai radikal. Radikalisme keagamaan
memiliki ciri khas, yaitu kecenderungan untuk menyingkirkan nilai-nilai
pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia atas nama kebenaran mutlak

agama tertentu.

. Radikalisme Sosial

Radikalisme sosial lahir dari kondisi ketimpangan sosial yang mencolok

dalam masyarakat. Ketika sekelompok masyarakat merasa dimarginalkan,
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tertindas, atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan keadilan
sosial, maka bisa tumbuh perasaan frustrasi kolektif. Dalam situasi ini,
kelompok-kelompok radikal berupaya menciptakan sistem sosial yang
baru yang lebih adil menurut persepsi mereka, dan hal tersebut sering kali
disertai dengan tindakan ekstrem. Menurut Gurr (1970) dalam teori
relative deprivation, radikalisme sosial dapat muncul ketika harapan
masyarakat tidak sebanding dengan kenyataan yang mereka alami. Ketika
masyarakat merasa bahwa mereka layak mendapatkan kondisi yang lebih
baik namun tidak terealisasi, maka akan muncul rasa kecewa yang dapat
berkembang menjadi kemarahan dan aksi kekerasan. Radikalisme sosial
dapat berbentuk protes besar-besaran, kerusuhan, atau bahkan
penggulingan institusi sosial yang ada. Kelompok-kelompok radikal sosial
biasanya menyerukan sistem distribusi kekayaan yang merata, penolakan
terhadap elitisme, serta transformasi sistem kepemilikan dan relasi sosial.

. Radikalisme Budaya

Radikalisme budaya mengacu pada sikap ekstrem dalam mempertahankan
suatu identitas budaya dan menolak bentuk kebudayaan lain yang
dianggap sebagai ancaman. Radikalisme ini muncul dari anggapan bahwa
budaya lokal atau tradisional sedang mengalami krisis karena pengaruh
globalisasi, modernisasi, atau budaya asing. Dalam konteks ini, pelaku
radikalisme budaya berusaha menghapus keberagaman budaya dengan
memaksakan nilai-nilai tunggal, biasanya atas dasar etnis, agama, atau
ideologi tertentu. Menurut Effendy (2015), bentuk radikalisme budaya
dapat dilihat dari gerakan-gerakan yang menolak pluralisme budaya dan
menuduh budaya asing sebagai bentuk penjajahan baru. Mereka juga
menganggap bahwa nilai-nilai lokal atau tradisional harus dijaga dengan
fanatisme tinggi, bahkan jika harus menyingkirkan budaya lain. Sikap ini
membahayakan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, seperti di

Indonesia.

. Radikalisme Ekonomi

Radikalisme ekonomi merupakan respon ekstrem terhadap sistem ekonomi

kapitalis atau liberal yang dianggap menciptakan ketimpangan, eksploitasi,
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dan ketidakadilan. Kelompok radikal ekonomi biasanya menawarkan
sistem alternatif seperti sosialisme, komunisme, atau anarkisme sebagai
solusi. Mereka memandang sistem kapitalis sebagai penyebab utama
penderitaan masyarakat miskin, dan menganggap bahwa satu-satunya jalan
keluar adalah melalui perubahan sistem secara revolusioner. Heywood
(2007) menyebut bahwa radikalisme ekonomi muncul karena akumulasi
kekecewaan terhadap dominasi pasar bebas, monopoli ekonomi, dan
ketimpangan kepemilikan sumber daya. Dalam praktiknya, radikalisme
ekonomi sering kali diiringi dengan gerakan perlawanan terhadap elite
ekonomi, korporasi besar, serta lembaga keuangan global seperti World

Bank.
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2.4 Kerangka Pikir

Permasalahan Radikalisme yang terjadi di Provinsi Lampung
seperti Khilafatul Muslimin yang menginginkan Penggusuran

Pancasila dengan Ideologi Agama

Teori Strategi menurut Tjokroamidjojo

e Penentuan Tujuan atau Sasaran
e Perumusan Kebijakan

e Operasionalisasi Strategi

Penentuan Tujuan atau Sasaran Perumusan Kebijakan Operasionalisasi Strategi
e Aspirasi dan Kolaborasi e Penyusunan Program e Pelaksanaan
yang dicapai Kerja Program
Strategi dapat digunakan untuk Strategi tidak dapat digunakan
pencegahan paham radikalisme di untuk pencegahan paham
Kota Bandar Lampung radikalisme di Kota Bandar
Lampung

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Penelit, 2026




BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk memperoleh
pemahaman secara mendalam mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme agama. Studi
kasus dipilih agar peneliti dapat memfokuskan perhatian pada konteks khusus,
yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dengan
mengeksplorasi tindakan, kebijakan, strategi, serta pandangan para aktor yang

terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan radikalisme.

Menurut Soekanto (2006), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang
tidak menggunakan angka sebagai dasar analisisnya, baik dalam proses
pengumpulan data maupun dalam penafsiran terhadap hasil. Penelitian ini lebih
menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks,
serta mencoba menggali makna yang tersembunyi di balik setiap tindakan,

interaksi sosial, maupun simbol yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan ini berangkat dari anggapan bahwa realitas sosial bersifat dinamis,
penuh makna, dan tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya melalui data kuantitatif
atau angka-angka statistik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berusaha untuk
menangkap makna subjektif dari pengalaman sosial, dengan cara mengamati
fenomena sosial secara langsung, melakukan wawancara mendalam, dan
melibatkan diri dalam kehidupan sosial yang diteliti. Peneliti tidak berdiri sebagai
pihak luar, tetapi menjadi bagian dari proses interaksi sosial yang sedang

dipelajari. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif



29

digunakan untuk mengungkap struktur sosial, norma-norma, nilai, dan pola
interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial yang ada, bukan

hanya untuk menguji hipotesis secara ketat seperti pada penelitian kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 21, Gedong
Pakoan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Pemilihan
lokasi ini didasarkan atas peran strategis instansi tersebut dalam merumuskan dan
mengimplementasikan program-program pencegahan paham radikalisme di

wilayah Provinsi Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada tiga hal utama, yaitu Penentuan Tujuan
atau Sasaran, Perumusan Kebijakan, dan Operasionalisasi Strategi yang dilakukan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan
paham radikalisme. Penjabaran fokus penelitian ini penting untuk memperjelas
arah analisis dan batasan kajian yang akan diteliti. Fokus ini akan dilihat dalam

konteks:

1. Penentuan Tujuan atau Sasaran, dengan indikator Asprasi dan Kolaborasi
yang Dicapai. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan aspirasi yang
berkembang di masyarakat serta kebutuhan akan terciptanya stabilitas
keamanan dan ketahanan ideologi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai
pihak seperti aparat pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan
lembaga pendidikan juga menjadi indikator penting dalam memastikan
sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

2. Perumusan Kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan
tujuan yang telah ditetapkan ke dalam bentuk yang lebih konkret.
Indikator dari tahap ini adalah Penyusunan Program Kerja yang
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Terstruktur, Sistematis, dan sesuai dengan Kebutuhan Lapangan. Program
kerja tersebut biasanya mencakup kegiatan sosialisasi, pembinaan
wawasan kebangsaan, serta penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab tantangan
radikalisme yang muncul di daerah.

3. Operasionalisasi strategi menjadi tahap implementasi dari kebijakan yang
telah disusun. Indikator yang digunakan dalam tahap ini adalah
Pelaksanaan Program secara nyata di lapangan. Bentuknya dapat berupa
kegiatan pendidikan politik, forum diskusi, penyuluhan, hingga pelatihan
yang melibatkan masyarakat secara langsung. Tahap ini menekankan pada
efektivitas pelaksanaan program sehingga strategi yang telah dirancang

dapat memberikan dampak nyata dalam pencegahan paham radikalisme.

Dengan berfokus pada tiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik merancang dan melaksanakan strategi pencegahan radikalisme secara
sistematis, mulai dari perumusan tujuan, penyusunan kebijakan, hingga

pelaksanaan program di masyarakat.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data
primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh
gambaran yang utuh mengenai peran dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme.

1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama melalui interaksi antara peneliti dengan informan. Dalam
penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara
mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang memiliki

keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan radikalisme. Informan
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dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive

sampling), seperti:

a)

b)

c)

Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung, khususnya yang menangani bidang
kewaspadaan nasional dan ideologi.

Staf pelaksana program yang memahami teknis kegiatan
pencegahan radikalisme.

Akademisi atau pakar yang relevan (jika diperlukan untuk

memperkaya analisis).

Data primer tersebut kemudian dianalisis berdasarkan fokus penelitian,

yang meliputi:

a)

b)

Penentuan Tujuan. Data primer pada fokus penentuan tujuan
diperoleh melalui wawancara yang menggali pandangan dan
pemahaman informan mengenai arah, sasaran, dan tujuan strategis
Badan Kesbangpol dalam pencegahan paham radikalisme. Melalui
wawancara, peneliti menggali informasi tentang bagaimana tujuan
pencegahan radikalisme ditetapkan serta kesesuaian tujuan tersebut
dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Perumusan Kebijakan. Pada fokus perumusan kebijakan, data
primer diperoleh melalui wawancara yang diarahkan untuk
mengetahui  bagaimana kebijakan pencegahan radikalisme
dirumuskan dan diterjemahkan di tingkat daerah. Wawancara
dilakukan untuk menggali peran Kesbangpol dalam proses
perumusan kebijakan serta mekanisme koordinasi dalam
merumuskan kebijakan atau program. Data primer pada fokus ini
digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan secara
faktual, termasuk dinamika, kendala, dan pertimbangan yang tidak
selalu tertulis dalam dokumen resmi.

Operasionalisasi Strategi. Data primer pada fokus operasionalisasi
strategi diperoleh melalui wawancara yang menggali implementasi
nyata kebijakan dan strategi di lapangan. Melalui wawancara,

peneliti memperoleh informasi mengenai bentuk kegiatan
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pencegahan  radikalisme yang  dilaksanakan, mekanisme
pelaksanaan, serta kendala dan upaya evaluasi program. Pada
aspek ini, data primer sangat penting untuk mengetahui
kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta menilai efektivitas

pelaksanaan strategi.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara
langsung dari interaksi dengan informan, melainkan berasal dari sumber-
sumber tertulis dan terdokumentasi. Data ini digunakan untuk memperkuat
analisis serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan data
primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Dokumen internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti
laporan tahunan, rencana strategis, program kerja, dan laporan
kegiatan.

b) Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Dalam
Negeri terkait pencegahan radikalisme, Perpres, dan undang-
undang terkait terorisme.

c) Artikel ilmiah, jurnal penelitian, skripsi/tesis/disertasi yang relevan
dengan tema radikalisme dan strategi pencegahannya.

d) Berita media massa yang melaporkan kasus-kasus radikalisme di

Lampung maupun di Indonesia secara umum.

3.5 Informan

Penelitian ini menetapkan informan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti
guna memperoleh informasi yang paling optimal. Pemilihan informan dilakukan
secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman,
serta potensi kontribusi mereka terhadap kebutuhan penelitian. Pendekatan ini
dimaksudkan agar data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan bermakna,
sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang
dikaji. Oleh sebab itu, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan

melalui proses pertimbangan yang matang agar hasil penelitian mampu
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merepresentasikan kompleksitas dan keberagaman aspek yang berkaitan dengan

topik penelitian.

Dalam menentukan informan, peneliti mempertimbangkan sejumlah kriteria
tertentu agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam. Pemilihan

ini didasarkan pada beberapa alasan utama, antara lain:

1. Orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.
2. Orang tersebut memiliki posisi atau kedudukan yang penting sehingga

memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 4. Nama, Lokasi, dan Jabatan Informan.

No Nama Informan Lokasi Jabatan

1. Febry Ferdiyan, S.IP Dinas Badan Bidang Kewaspadaan

Kesatuan Bangsa Nasional dan Penanganan
dan Politik Konflik Badan Kesatuan
Provinsi Bangsa dan Politik
Lampung. Provinsi Lampung.

2. Nita Dwi Safitri, S.A.B Dinas Badan Bidang Ketahanan
Kesatuan Bangsa FEkonomi, Sosial, Budaya,
dan Politik Agama, dan Organisasi
Provinsi Kemasyarakatan =~ Badan
Lampung. Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Lampung.

3. Drs. Fardiansyah Dinas Badan Bidang Ideologi, Wawasan
Kesatuan Bangsa Kebangsaan, dan Karakter
dan Politik Bangsa Badan Kesatuan
Provinsi Bangsa dan Politik
Lampung. Provinsi Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data
guna memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan akurat mengenai peran
dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam
pencegahan paham radikalisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi.
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1. Wawancara
Pertama, teknik wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama
dalam memperoleh data primer. Informan dipilih menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai
dengan kebutuhan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sehingga
memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara terbuka dan
fleksibel. Setiap hasil wawancara dicatat dan direkam (dengan persetujuan
informan) untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

2. Studi Dokumentasi
Peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai sumber data
sekunder. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi
dan arsip yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun
lembaga pendukung lainnya. Dokumen yang dikaji antara lain berupa
laporan tahunan, laporan kegiatan, program kerja, peraturan perundang-
undangan, serta bahan publikasi seperti brosur, foto kegiatan, dan berita
media massa. Selain itu, peneliti juga menelusuri dokumen akademik
seperti jurnal, artikel, dan skripsi atau tesis yang relevan dengan topik
pencegahan radikalisme. Studi dokumentasi ini berperan penting dalam
memberikan konteks historis, fakta pendukung, serta memperkuat validitas
temuan data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3. Observasi
Teknik observasi langsung dilakukan untuk memperoleh data secara visual
dan kontekstual mengenai aktivitas atau program yang dijalankan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pencegahan radikalisme.
Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung pola interaksi
antar peserta kegiatan, keterlibatan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, serta efektivitas komunikasi pesan anti-radikalisme kepada
masyarakat. Hasil observasi ini berfungsi untuk memperkuat dan

mengklarifikasi data yang diperoleh dari wawancara.



35

3.7 Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk
mengelola dan menyusun data yang telah dikumpulkan melalui editing data dan

interpretasi data agar dapat dianalisis secara mendalam dan bermakna.

1. Editing Data
Editing data, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah
dikumpulkan, baik dalam bentuk rekaman wawancara, catatan lapangan,
maupun dokumen. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa
data yang diperoleh telah lengkap, jelas, tidak rancu, dan dapat dipahami.
Pada tahap ini, peneliti juga memperbaiki kesalahan penulisan,
memperjelas kutipan, dan menyusun kembali urutan data berdasarkan
kronologi atau tema agar mudah dianalisis. Editing data menjadi langkah
awal untuk menjaga kualitas dan validitas data sebelum memasuki tahap
analisis lebih lanjut.

2. Interpretasi Data
Interpretasi data, yaitu memberikan makna terhadap data yang telah
disusun dan dianalisis. Interpretasi dilakukan berdasarkan kerangka pikir
yang digunakan. Peneliti menafsirkan bagaimana strategi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terimplementasi, apa saja
tantangannya, dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah paham
radikalisme. Interpretasi ini juga mencakup analisis atas dinamika sosial,

hubungan antar aktor, serta dampak dari kebijakan atau program yang

dijalankan.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penting yang
bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan, diolah, dan
disusun secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan

dan verifikasi kesimpulan.
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1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data di mana data
yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diseleksi dan
disederhanakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memfokuskan data
pada hal-hal yang dianggap paling relevan dengan rumusan masalah dan
fokus penelitian, yaitu mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung dalam mencegah penyebaran paham
radikalisme. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejak awal
pengumpulan data hingga proses penulisan hasil penelitian.

2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan setelah data yang relevan telah direduksi.
Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi dalam bentuk
naratif deskriptif yang tersusun rapi agar peneliti dapat lebih mudah
memahami hubungan antardata dan menemukan pola atau kecenderungan
tertentu.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan
Penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan setelah data ditampilkan
dan dianalisis. Peneliti mulai menyusun interpretasi atas data tersebut

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting
untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan
kenyataan di lapangan. Metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data
dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan
proses pengujian keabsahan data dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik
atau metode pengumpulan data terhadap sumber informasi yang sama. Teknik ini
bertujuan untuk mengecek konsistensi dan kebenaran data melalui pendekatan

berbeda.



BAB1V. GAMBARAN UMUM

4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang dibentuk
untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri. Kesbangpol memiliki peran strategis dalam membantu
kepala daerah dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, keamanan, serta
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintahan daerah. Keberadaan
Kesbangpol menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tingkat daerah.

Secara konseptual, Kesbangpol berfungsi sebagai perpanjangan tangan
pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan nasional yang berkaitan
dengan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta kehidupan
politik masyarakat. Hal ini mencakup upaya pembinaan terhadap nilai-nilai
kebangsaan, penguatan nasionalisme, serta penanaman sikap toleransi dalam

kehidupan bermasyarakat guna mencegah munculnya potensi disintegrasi bangsa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kesbangpol memiliki tugas
untuk melakukan pemetaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu
stabilitas sosial dan politik daerah. Ancaman tersebut antara lain berupa konflik
sosial, intoleransi, serta penyebaran paham radikalisme yang berpotensi
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Kesbangpol berperan
aktif dalam upaya pencegahan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan

koordinatif dengan berbagai pemangku kepentingan.
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Kesbangpol juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap
organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
aktivitas organisasi kemasyarakatan dan partai politik berjalan selaras dengan
ideologi Pancasila, konstitusi negara, serta prinsip demokrasi. Melalui fungsi
tersebut, Kesbangpol diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang

kondusif;, stabil, dan partisipatif.

BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINST LAMPUNG

Gambar 2. Dokumentasi bersama ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Lampung
Sumber: Instagram @kesbangpol lampung, 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan lembaga
pemerintah daerah yang memiliki akar sejarah panjang, berawal dari kebutuhan
pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional pasca-
reformasi. Lembaga ini merupakan hasil transformasi dari struktur organisasi
pemerintahan daerah yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami perubahan
nama, fungsi, dan kedudukan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional di

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pada masa awal berdirinya, fungsi yang kini dijalankan oleh Kesbangpol
dilaksanakan oleh Kantor Pembinaan Persatuan Bangsa (KPPB) di tingkat
provinsi. Lembaga ini berfokus pada pembinaan ideologi dan penguatan semangat
nasionalisme masyarakat, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) setelah periode transisi politik nasional. Seiring
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perkembangan sistem pemerintahan daerah, pada awal tahun 2000 an, KPPB
kemudian berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat (Kesbanglinmas). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan
dengan kebijakan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan semakin kompleksnya tantangan di bidang politik, ideologi, serta
keamanan sosial di daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan kebijakan baru yang menata ulang perangkat daerah di bidang
kesatuan bangsa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi diubah dan diperkuat
menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota. Sejak saat itu, fungsi lembaga ini tidak hanya mencakup
pembinaan persatuan dan kesatuan, tetapi juga pengelolaan kehidupan politik,
penanganan konflik sosial, serta pencegahan penyebaran paham radikalisme dan

intoleransi.

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas
membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan

politik di wilayah provinsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan  tugas

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
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kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

C. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
danbudaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama,
ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial
diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi

dibawah ini:
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KEPALA BADAN

Kelompok Jabatan SEKRETARIAT
Fungsional
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Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Lampung

Sumber : Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 — 2030

Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai

fungsi:

1. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

2. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
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wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras,
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis

kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1.

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi,

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi;

Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
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5. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta
pengelolaan kepegawaian. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan urusan persuratan;

2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;

3) Melaksanakan urusan kearsipan;

4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;

5) Melaksanakan urusan protokol;

6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;

8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian
tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah

kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di

wilayah provinsi;
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2. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah provinsi;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah provinsi;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah provinsi;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan di wilayah provins;.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik. Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
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umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di
wilayah provinsi;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan
kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya,

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas,
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evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah provinsi;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta
pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan
ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah provinsi;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah provinsi;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan
kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
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asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
provinsi;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional.
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4.4 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 7
jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu:

1. 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama;

2. 1 Sekretaris, Pejabat Administrator;

3. 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta;

4. 1 Kepala Sub Bagian, Pejabat Pengawas
Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbang dan
Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana
tabel berikut
Tabel 5. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung berdasarkan
Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Menurut Kelamin Total
Laki-laki Perempuan
1. Strata 3 1 - 1
2. Strata 2 10 4 14
3. Strata 1 9 4 13
4. D4 1 2 3
5. Sarmu/D3 2 1 3
6. SLTA 6 1 7
7. SLTP - - -
8. SD - - -
Jumlah 29 12 41

Sumber: Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 — 2030

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah
relatif baik dengan 28,57% berpendidikan S2 dan 40,48% berpendidikan SI

sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah.
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Gambar 4. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Sumber : Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2025 — 2030

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak
adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut:

1. Golongan IV: 9 Orang

2. Golongan III: 28 Orang

3. Golongan II: 4 Orang

4. Golongan I: 0 Orang



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme, dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan pencegahan paham radikalisme telah dirumuskan secara
jelas dan selaras dengan kebijakan nasional. Kesbangpol Provinsi
Lampung menetapkan tujuan pencegahan paham radikalisme dengan
mengacu pada visi nasional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tujuan tersebut difokuskan pada penguatan ideologi
kebangsaan, peningkatan kewaspadaan dini, dan pemberdayaan
masyarakat.

2. Perumusan kebijakan pencegahan paham radikalisme dilakukan dalam
bentuk kebijakan operasional yang mengacu pada kebijakan nasional.
Kesbangpol Provinsi Lampung tidak membentuk regulasi daerah khusus,
melainkan merumuskan kebijakan pencegahan dalam bentuk penjabaran
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Kebijakan tersebut dibagi
ke dalam tiga rumpun, yaitu kebijakan penguatan ideologi kebangsaan,
kebijakan kewaspadaan dini dan deteksi kerawanan, serta kebijakan
pemberdayaan masyarakat.

3. Operasionalisasi strategi pencegahan paham radikalisme telah berjalan,
namun efektivitasnya masih terbatas. Pelaksanaan strategi melalui
sosialisasi ideologi kebangsaan, pemantauan kewaspadaan dini, serta

pelibatan masyarakat menunjukkan adanya kontribusi dalam mencegah
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penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung. Namun demikian,
hasil yang dicapai lebih bersifat preventif dan belum sepenuhnya mampu

menghilangkan potensi radikalisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung dalam pencegahan paham radikalisme, jika ditinjau
melalui kerangka strategi menurut Tjokroamidjojo, telah dilaksanakan dan
menunjukkan tingkat ketercapaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya
optimal. Hal ini terlihat dari terpenuhinya tiga indikator utama strategi, yaitu
penentuan tujuan yang jelas dan terarah, perumusan kebijakan yang relevan
dengan tujuan tersebut, serta operasionalisasi strategi yang diwujudkan melalui

berbagai program dan kegiatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang
memengaruhi efektivitas strategi tersebut. Hambatan utama yang dihadapi
meliputi keterbatasan anggaran yang berdampak pada intensitas dan jangkauan
kegiatan, serta belum meratanya pelaksanaan sosialisasi di seluruh wilayah
Provinsi Lampung. Kondisi ini menyebabkan capaian strategi belum dapat
dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, strategi
yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dapat
dinilai telah berjalan sesuai arah kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan
dan penyempurnaan agar tujuan pencegahan paham radikalisme dapat tercapai

secara lebih optimal dan berkelanjutan.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Perlunya penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih
efektif untuk mendukung keberlanjutan program pencegahan paham
radikalisme, khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan ideologi

kebangsaan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih
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intensif dan menjangkau sasaran yang lebih luas.

. Perlu dilakukan pemetaan wilayah secara lebih komprehensif berdasarkan
tingkat kerawanan sebagai dasar penentuan prioritas pelaksanaan kegiatan
sosialisasi, agar implementasi strategi pencegahan paham radikalisme
dapat dilaksanakan secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi
Lampung.

. Kesbangpol diharapkan dapat menyusun indikator evaluasi yang lebih
terukur untuk menilai dampak kegiatan penguatan ideologi kebangsaan
terhadap perubahan sikap dan pemahaman masyarakat.

. Penguatan kewaspadaan dini perlu didukung dengan sistem koordinasi
yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga deteksi potensi
radikalisme tidak bergantung pada mekanisme informal semata.

. Pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan
kemandirian masyarakat dalam merancang dan melaksanakan inisiatif

pencegahan radikalisme di tingkat lokal.
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